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BUPATI LAMPUNG UTARA 

PERATURAN BUPAT! LAMPUNG,UTARA 


NOMOR: 3'" TAHt1N2017 

; 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 

NOMOR 2.a TAHUN 2016 TENTANGTUNJANGAN 
'. 'PERUMAHAN PmIPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKlLAN RARYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG lVJABA ESA 

SUPATI LAMPUNG UTARA, 

Menimbang a. 	 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten LampungUtara, 
belum dapat menyediakan Rumah Jabatanbagi Wakil- ' 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ' 
Lampung Utara dan rumah Dinas bagi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, make. 'kepada . yang 
bersangkutan diberikan Tunjangan Peruniahan berupa. 
uang sewa yang disesuaikan dengan standar harga sewa . 
yang berlaku di Kabupaten Lampung Utara; 

P. 	 bahwa Tunjangan Perumahail Anggota Dewan Perwakilan t 

Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 
, perlu disesuaikan dengan keadaan saatini; 

c. 	 bahwa berdasarkan' pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 2.a Tahun 2016 
tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupateri Lampung 
Utara. 

Mengingat :, 1. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan 
Undang-Undang Daturat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negam Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja 
Dalam Lip.gkungan Daerah' Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia NomOI" 1821); 



i 

2. 	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 27' Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); • 

4. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu,n 2011 Nomor 82, 

, 	 Tambahan Lembaran Negara~ Republik Indonesia Nomor 
5234; 

f 

5. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protoko1er dan Keuangan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712); 

7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara,Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

\ 	 Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
~( 

8, 	 Peraturan' Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 



Menetapkan 

9.. 	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib . Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan ~mbaran Negara 

, Republik Indonesia Nomor 51Q4);. 

)0. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. 	. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakjlan Rakyat Daerah Berta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional; 

12. 	 Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk HuIrum Daerah; 

13. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 74); 

1'4. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 20'l6 Nomor 5); 

15. 	 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 2.a Tahun 2016 
tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung 
Utara. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATl TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LAIVIPUNG UTARA NOMOR 2.a TAHUN 
2016 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG UTARA 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 2.a 
Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Piropinan dan Anggota Dewan 
Perwa101an Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Utara 'rabun 2016 nomor 2.aj diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal4 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut 

t:>asal4 

Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpina;n. dan Anggo~ Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara ditetapiatD:~berikut 

a. 	 Wakil Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Lampung Utara 
masing-masing diberikan sebesarRp. 10.250.000,- (Sepuluh Juta Dua 
Ratus Lima PuluhRlbuRupiah) setiap bulan; dan 

b. 	 Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerab KaQupaten Lampung Utara 
"-'" 	 niasing-maSing diberikansebesarRp. 9.250.000.'; (Sembilan Juta Dua 

Rams LiInaPuluhRtbu Rupiah) setlap bulan:' . . 

Pasal II 

!.';;~~~)) ~ID~~~~ ·diundangkan.Agar setlap 
. ". . . .Peraturan Bupati ini 

[1p~t~<LaitnPllng'Utara. 

························.·J)itetaPkan.di.Kotabumi 

pMa tanggal s _ r - 2017 
.; "'. 

BUPATI LAMPUNG 'UTARA. 

" 
J . 

.' 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggrh' G' - I _ 2017 

SEKRETARISDABRAH . 
KABUPATBN L G 'UTARA. 

,-' } 

SAMSIR 

BERlTA DAERAHKABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2015 NOMOR.? 
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Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 2.a 
Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan R~at Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 nomor 2.a) diubah sebagru. berikut: 

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga beTbunyi sebagai berlkut: 

pasal4 

Besamya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai berlkut: 

a. 	 Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara 
masing-masing diberikan sebesar Rp. 10.250.000,- (Sepuluh Juta Dua 
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan; dan 

b. 	 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara 
masing-masing diberlkan sebesar Rp. 9.250.000,- (Sembilan Juta Dua 
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) seOOp bulan. 

PasallI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerlntabkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya ,dalam Berlta Daerah Kabupaten Lampung Utara. 

NO PARAF KOORfJlNASI • d. II 

1. WAKil SUPAn' l.IJ. IV', 
t. •SEKREYARIS UAERAH "I' 
3, ~~S,BID, PEMERINTAHAN &HUKUM ;~~I ' 
4 ~1,~ss,alD,PEI\f!(ONnMIAN,PEMB.& KESR~, • 
5, ASS,BIOAOMINISTRASI UMUM 
5, BAG IAN ijUKUM ~\. 

! 7, leEl<ja~AfZ.\~ PI'IlP kill!., I..U 
I " I 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal 5 _ (_ 2017 

BUPATI LAMP'UliG UTARA, 
~ 

.' h 

! 

lLMU MANGKUNEGARA 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal G - I - 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

SAMSIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2015 NOMOR.~. 


